BAB I

PENDAHULUAN

1.1.
LATAR BELAKANG

Sektor perdagangan dan Industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi merupakan pilar utama dalam roda perekonomian suatu bangsa. Iklim usaha yang sehat dan dengan di dorong Industri yang maju membuat semakin cepat berkembangnya industri di berbagai sektor. 
Disisi lain perdagangan juga membantu industri dalam memperkenalkan dan memasarkan hasil produk yang dihasilkan. Sehingga terjalin rantai yang saling mengisi yang pada akhirnya roda perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Perkembangan perdagangan dapat dilihat dari kemajuan di berbagai sektor seperti tumbuhnya pasar modern yang semakin pesat dan juga hotel serta restoran yang tumbuh dengan cepat. Perdagangan yang bebas menuntut industri untuk lebih kreatif dalam bersaing dengan yang lain. namun semua itu tidak berjalan seandainya tidak didorong oleh sarana dan prasarana pasar yang memadai.
Dalam perkembangan sektor perdagangan dan industri tidak lepas dari permasalahan yang menghadang. Secara umum permasalahan yang timbul sangat dipengaruhi oleh Kondisi ekonomi global. Saat ini pertumbuhan ekonomi melamban akibat krisis keuangan dan harga minyak yang fluktuatif serta berlakunya perdagangan bebas khususnya Asean-China Free Trade Area (ACFTA) dan MEA ( Masyarakat Ekonomi Asean )
1.2.
DASAR HUKUM 

· Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 02 Tahun 2009  Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019;

· Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 38 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang;

1.3. 
MAKSUD DAN TUJUAN

· Maksud
Sebagai acuan atau pedoman dalam pelakasanaan program dan kegiatan, agar kegiatan yang dilakukan dapat terukur dan terarah sesuai dengan target yang direncanakan.

2. 
Tujuan

· Sebagai panduan dalam menentukan langkah kegiatan yang terarah guna kelancaran pelaksanaan tugas.
· Sebagai tolok ukur untuk mengetahui kekurangan atau keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang sudah dicapai dan untuk ditindak lanjuti.
· Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun berikutnya
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1.
STRUKTUR ORGANISASI.

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 38 tahun 2007 adalah: ( terlampir )
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN KAB LUMAJANG



















2.2.
DATA PERSONIL

Data personil pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang  tahun 2017 Sejumlah     , terdiri dari    orang PNS dan     orang Tenaga Kontrak. Jenis jabatan dan nama-nama pejabat di Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas




: Drs. Agus Eko S, MPd

2. Sekretaris Dinas




: Totok Suharto
    2.1. Kepala Sub Bagian Sungran

: H u s e n
    2.2. Kepala Sub Bagian Umum & Kepeg
: Dra. Suhartini, MM
    2.3. Kepala Sub Bagian Keuangan

: Subaeri
    2.4. Staf Pelaksana



: 12 orang




  

3. Kepala Bidang Perindustrian


: Drs. Sumardiyono

    3.1. Kasi Binus Agro & Hasil Hutan

: Ari Setiawan, ST 
    3.2. Kasi Binus Logam, Msin & 

           Elektronika




: Eko Hadi Supriyono, S. Sos
    3.3. Kasi Binus Kimia, Tekstil & Aneka 
           Industri,

    3.4. Staf Pelaksana



: 4 orang
4. Kepala Bidang Perlindungan dan 

    Tertib Niaga




: Joko Siswoyo, SH

    4.1. Kasi Metrologi Legal


: Elok Rahmawati, ST

    4.2. Kasi Pengendalian Peredaran Barang 

           dan jasa




: Drs. Handrijantono
    4.3. Kasi Pembedayaan Konsumn

: Ngatono
    4.4. Staf Pelaksana



: 5 orang 
5. Kepala Bidang Perdagangan


: Drs, Bambang SPJPR.

    5.1. Kasi Pengembangan Eksport

: Syamsul Arifin, SE
    5.2. Kasi Bina Usaha Perdagangani

: Risky Martyasani, SE
    5.3. Kasi Distribusi dan Informasi

: -
    5.4. Staf Pelaksana



: 4 orang                                                                      

6. Kepala Bidang Pengelolaan Sarana 

    dan Pasarana Perdagangan


: Suherman, sh
    6.1. Kasi Sarana dan Prasaana

: Wahyudi, SH
    6.2. Kasi Pengendalian Retribusi dan 

           Benda Berharga



: Agus Wahyuningarti, S.Ap
    6.3. Kasi Perijinan Ketertiban dan 
           Kebersihan




: -
    6.4. Staf Pelaksana



: 161 Orang
7. Kelompok Jabatan Fungsional
2.4.   TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2017 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaen Lumajang berubah nama menjadi Dinas Perdaganagan yang disingkat menjadi DinDag
. Dinas Perdagangan mempunya tugas pokok, Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Perdagangan dan Perijinan.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Perdagangan menyelenggaran fungsi :
Dalam melaksanakan tugas Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang Perdagangan, Perindustrian, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga serta Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan

2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perdagangan, Perindustrian, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dan Sarana Prasarana Perdagangan

3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang Perdagangan, Peindustrian, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dan Saarana Prasrana Perdagangan

4. Pelakssanaan administrasi Dinas Perdagangan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh :

a. Sekretaris

b. Kepala Bidang Peindustrian

c. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

d. Kepala Bidang Perdagangan

e. Kepala Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan

f. UPT dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perdagangan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan. 

 Untuk melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja; 

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; 

c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat; 

d. pengelolaan urusan rumah tangga; 

e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan, dan peningkatan karier pegawai; 

f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; 

g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); 

h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas; 

i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana; 

j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah; 

k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; 

l. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; 

m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perdagangan; 

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh :

1.1. Sub Bagian Penyusunan Program 

1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan Program; 

b. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program; 

c. melaksanakan pengolahan data program, kegiatan, dan anggaran; 

d. melaksanakan penyusunan perencanaan program/ kegiatan Dinas; 

e. melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; 

f. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain); 

g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan; 

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan masing-masing bidang; 

i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

   1.2.   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. melakukan administrasi kepegawaian; 

c. melakukan pengelolaan pengadaan, dan inventarisasi barang inventaris; 

d. melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan, dan keprotokolan; 

e. melakukan urusan kebersihan, ketertiban, dan keamanan; 

f. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); 

g. melakukan penatausahaan barang milik daerah; 

h. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana; 

i. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol; 

j. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan; 

k. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan; 

l. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris; 

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan; 

b. melaksanakan penatausahaan keuangan; 

c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

d. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan; 

e. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA,neraca dan lain-lain); 

f. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi; 

g. melakukan penyusunan laporan kegiatan sub bagian keuangan; 

h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris; 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

2. Bidang Perindustrian 
Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perdagangan dalam melaksanakan kebijakan, program dan petunjuk usaha industri. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian, mempunyai fungsi: 

a. perumusan dan penyusunan program kerja bidang Perindustrian; 

b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan program Bidang Perindustrian; 

c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis serta fasilitasi dalam pengembangan sarana, usaha dan produk industri; 

d. pelaksanaan pemantauan pencemaran lingkungan akibat kegiatan produk industri; 

e. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang perindustrian; 

f. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas Perdagangan; 

g. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan. 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perindustrian dibantu oleh :

1. Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan

2. Seksi Bina Industri Logam
3. Seksi Bina Industri Kimia
Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan,sebagaimana dimaksuddalam mempunyai tugas: 

a. menyusun perencanaan program kerja Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan; 

b. melaksanakan fasilitasi perolehan Ijin Usaha Industri (IUI), dan sertifikasi perijinan lainnya pada Industri Agro dan Hasil Hutan; 

c. melaksanakan konsultasi kemudahan perolehan fasilitasi teknologi, desain, standarisasi, investasi, wajib uji, pemasaran dan permodalan bagi industri agro dan hasil hutan; 

d. melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan sarana/prasarana produksi dan dukungan perolehan kegiatan penunjangproduksi serta peningkatan kapasitas produksi industri agro dan hasil hutan dan kelembagaan industri serta pembinaan pencegahan pencemaran lingkungan; 

e. melaksanakan pembinaan peningkatan mutu produksi melalui pelatihan peningkatan ketrampilan sumber daya manusia (SDM)industri, diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri agro dan hasil hutan; 

f. melaksanakanpengumpulan dan pelaporan analisis dan diseminasi data bidang industri agro dan hasil hutan; 

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan; 

h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala BidangPerindustrian; 

i. melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian. 

Seksi Bina Industri Logam, Mesin dan Elektronika

mempunyai tugas : 

a. menyusun perencanaan program kerja Seksi Bina Industri Logam, Mesin, dan Elektronika; 

b. melaksanakan fasilitasi perolehan Ijin Usaha Industri (IUI), dan sertifikasi perijinan lainnya pada industri logam, mesin, dan elektronika; 

c. melaksanakan konsultasi kemudahan perolehan fasilitasi teknologi, desain, standarisasi, investasi, wajib uji, pemasaran dan permodalan bagi industri logam, mesin, dan elektronika; 

d. melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan sarana/prasarana produksi dan dukungan perolehan kegiatan penunjang produksi serta peningkatan kapasitas produksi industri logam, mesin,elektronika, dan kelembagaan industri serta pembinaan pencegahan pencemaran lingkungan; 

e. melaksanakan pembinaan peningkatan mutu produksi melalui pelatihan peningkatan ketrampilan sumber daya manusia (SDM)industri, diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri logam, mesin, dan elektronika; 

f. melaksanakan pengumpulan dan pelaporan analisis dan diseminasi data industri logam, mesin, dan elektronika; 

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Industri Logam, Mesin, dan Elektronika; 

h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala BidangPerindustrian; 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian. 

Seksi Bina Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Industri

mempunyai tugas : 

a. menyusun perencanaan program kerja Seksi Bina Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Industri; 

b. melaksanakan fasilitasi perolehan Ijin Usaha Industri (IUI), dan sertifikasi perijinan lainnya pada industri kimia, tekstil, dan aneka industri; 

c. melaksanakan konsultasi kemudahan perolehan fasilitasi teknologi, desain, standarisasi, investasi, wajib uji, pemasaran dan permodalan bagi industri kimia, tekstil, dan aneka industri; 

d. melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan sarana/prasarana produksi dan dukungan perolehan kegiatan penunjang produksi serta peningkatan kapasitas 

produksi industri kimia, tekstil,aneka industri, kelembagaan industri serta pembinaan pencegahan pencemaran lingkungan; 

e. melaksanakan pembinaan peningkatan mutu produksi melalui pelatihan peningkatan ketrampilan sumber daya manusia (SDM)industri, diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri kimia, tekstil dan aneka industri; 

f. melaksanakan pengumpulan dan pelaporan analisis dan diseminasi data bidang industri kimia, tekstil, dan aneka industri; 

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Industri; 

h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Perindustrian; 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian. 

3. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 

Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) huruf d,mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perdagangan dalam melaksanakan kebijakan, program, dan petunjuk bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, mempunyai fungsi: 

a. perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; 

b. pengkoordinasian kebijakan teknis dan penyusunan program perlindungan konsumen dan tertib niaga; 

c. pelaksanaan bimbingan teknis perlindungan konsumen dan tertib niaga; 

d. pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pengendalian perlindungan konsumen; 

e. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan perlindungan konsumen dan tertib niaga; 

f. pelaksanaan pengawasan terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT); 

g. pelaksanaan pengawasan peredaran barang wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) dan barang yang sudah kadaluwarsa serta barang yang tidak sesuai dengan ketentuan wajib oleh pelaku usaha; 

h. pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa; 

i. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas Perdagangan; 

j. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan. 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, dibantu oleh :

1. Seksi Metrologi Legal
2. SeksiPengendalian Peredaran Barang dan Jasa
3. SeksiPemberdayaan Konsumen

Seksi Metrologi LegaL, mempunyai tugas: 

a. menyusun program kerja Seksi Metrologi Legal; 

b. menyiapkan data perkembangan dan evaluasi Wajib Tera Ulang (WTU); 

c. menyiapkan, pelaksanaan tera, dan tera ulang alat, ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP) serta Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT); 

d. mengolah hasil pelaksanaan dan program pengembangan kemetrologian di daerah; 

e. memantau, dan evaluasi pelaksanaan Tera dan Tera Ulang; 

f. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Metrologi Legal; 

g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala BidangPerlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. 

SeksiPengendalian Peredaran Barang dan Jasamempunyai tugas: 

a. menyusun program kerja Seksi Pengendalian Peredaran Barang dan Jasa; 

b. melaksanakan Pengawasan terhadap Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus(BDKT); 

c. mengolah hasil pelaksanaan dan program Pengendalian Peredaran Barang dan Jasa; 

d. melaksanakan kegiatan ukur ulang terhadap barang yang dibeli konsumen dalam rangka perlindungan konsumen; 

e. melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pemberian rekomendasi terhadap Bahan/barang yang diatur, diawasi, dan dilarang; 

f. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Metrologi Legal; 

g. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengendalian Peredaran Barang dan Jasa; 

h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala BidangPerlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. 

SeksiPemberdayaan Konsumen

mempunyai tugas: 

a. menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Konsumen; 

b. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama, informasi, dan publikasi pemberdayaan konsumen; 

c. melaksanakan pembinaan konsumen dan pelaku usaha, serta pelayanan pengaduan perlindungan konsumen; 

d. melaksanakan pelayanan informasi konsumen dengan memanfaatkan jaringan teknologi informasi; 

e. melaksanakan pelayanan penanganan penyelesaian sengketa konsumen; 

f. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Konsumen; 

g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala BidangPerlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. 

4. Bidang Perdagangan 

Bidang Perdagangan, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) huruf e,mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perdagangan dalam melaksanakan kebijakan, program, dan petunjuk Bidang Perdagangan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan, mempunyai fungsi: 

a. perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Perdagangan; 

b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan program bidang perdagangan; 

c. pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan usaha dan sarana perdagangan; 

d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri; 

e. pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan perijinan perdagangan, pendaftaran perusahaan dan gudang; 

f. pelaksanaan kegiatan promosi dagang; 

g. pelaksanaan pemantauan harga, pengadaan dan penyaluran bahan pokok dan barang strategis lainnya; 

h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian ijin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (Pasar Tradisional/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi dan seminar dagang) skala lokal; 

i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri; 

j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan sosialisasi harga; 

k. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja kegiatan dibidang perdagangan; 

l. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala DinasPerdagangan; 

m. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan. 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh :

1. SeksiPengembangan Ekspor
2. Seksi Bina Usaha Perdagangan
3. SeksiDistribusi dan Informasi
SeksiPengembangan Ekspor,  mempunyai tugas: 

a. menyusun program kerja Seksi Pengembangan Ekspor; 

b. melaksanakan bimbingan peningkatan kemampuan pengusaha dalam melaksanakan usaha ekspor/impor; 

c. melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha melalui promosi dagang di luar negeri; 

d. menyebarluaskan informasi pelaksanaan promosi dagang melalui media internet dan media lainnya; 

e. melaksanakan promosi dagang antar pulau; 

f. menyebarluaskan informasi pasar luar negeri; 

g. memberikan informasi mengenai peluang pasar luar negeri tentang komoditi ekspor; 

h. memantau dan mengevaluasi pemberian ijin Ekspor, dan pengendalian impor; 

i. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengembangan Ekspor; 

j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala BidangPerdagangan; 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan. 

Seksi Bina Usaha Perdagangan, mempunyai tugas: 
a. menyusun Program Kerja Seksi Bina Usaha Perdagangan; 

b. memverifikasi layanan perijinan di bidang perdagangan meliputi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat Keterangan Penyimpanan Barang, Surat Tanda Pendaftaran Penerima Waralaba, dan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, Rekomendasi Penerbitan Perdagangan Kayu antar Pulau Terbatas, dan Penerbitan Surat Keterangan Asal dan Rekomendasi; 

c. melaksanakan operasi pasar bila terjadi gejolak harga yang tidak wajar; 

d. menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan teknis dibidang perdagangan; 

e. mengawasi terhadap pengadaan, dan penyaluran pestisida dan pupuk bersubsidi; 

f. mengkoordinir bimbingan teknis di bidang perdagangan yang meliputi fasilitasi penyimpanan yang mengarah pada keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup; 

g. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Usaha Perdagangan; 

h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala BidangPerdagangan; 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan. 

Seksi Distribusi dan Informasi, mempunyai tugas: 
a. menyusun program kerja Seksi Distribusi dan Informasi; 

b. menganalisa dan memantau harga serta bahan penting lainnya; 

c. memberikan layanan informasi harga, ketersediaan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya; 

d. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Distribusi dan Informasi; 

e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala BidangPerdagangan; 

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan. 

5. Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan 

Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f,mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang pengelolaan sarana prasarana perdagangan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal dan ayat diatas, Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan, mempunyai fungsi: 

a. perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan sarana prasarana perdagangan; 

c. perencanaan dan pengendalian sarana prasarana, retribusi, ketertiban dan kebersihan sarana prasarana perdagangan; 

d. pelaksanaan pembinaan pedagang, terkait dengan penataan tata ruang sarana prasarana perdagangan; 

e. pelaksanaan bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan pasar tradisional; 

f. pelaksanaan monitoring sarana prasarana retribusi, ketertiban dan kebersihan prasarana perdagangan; 

g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sarana prasarana distribusi perdagangan; 

h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala DinasPerdagangan; 

i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas Perdagangan; 

j. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala DinasPerdagangan. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan dibantu oleh :

1. SeksiSarana dan Prasarana
2. Seksi Pengendalian Retribusi, dan Benda Berharga
3. SeksiPerijinan, Ketertiban, dan Kebersihan 

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas: 

a. menyusun program kerja Seksi Sarana dan Prasarana; 

b. melaksanakan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana; 

c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana; 

d. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana; 

e. melaksanakan monitoring sarana dan prasarana; 

f. melaksanaan pelaporan realisasi pelaksanaan tugas program Seksi Sarana dan Prasarana; 

g. memberikan saran dan pertimbangan langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala BidangPengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan; 

h. melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan. 

Seksi Pengendalian Retribusi, dan Benda Berharga, mempunyai tugas: 

a. menyusun program kerja Seksi Pengendalian Retribusi dan Benda Berharga; 

b. melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi; 

c. melaksanakan penatausahaan dan pendistribusian benda berharga; 

d. meneliti kebenaran penerimaan retribusi pasar dan pendistribusian benda berharga; 

e. melaksanakan pelaporan realisasi penerimaan retribusi pasar dan benda berharga; 

f. memberikan saran dan pertimbangan langkah dan tindakan yang perlu diambilkepada Kepala BidangPengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan; 

g. melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan. 

SeksiPerijinan, Ketertiban, dan Kebersihan, mempunyai tugas: 
a. menyusun program kerja Seksi Perijinan, Ketertiban, dan Kebersihan; 

b. melaksanakan pendataan perijinan tempat dagangan, meliputi ruko, toko, kios, bedak, dan los di area pasar; 

c. melaksanakan penatausahaan perijinan tempat dagangan; 

d. meneliti berkas permohonan perijinan tempat dagangan; 

e. menertibkan penempatan perijinan tempat dagangan; 

f. melaksanakan monitoring perijinan, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar; 

g. melaporkan realisasi pelaksanaan perijinan ketertiban dan kebersihan pasar kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Perdagangan; 

h. memberikan saran dan pertimbangan langkah dan tindakan yang perlu diambilkepada Kepala BidangPengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan; 

i. melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan. 

UNIT PELAKSANA TEKNIS UPT
Unit Pelakssanan Teknis ( UPT ), merupakan unsur pelaksana teknis operasional DinasPerdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTyang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan. 

UPT, mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan sesuai dengan bidang operasionalnya; 

b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional. 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
BAB  III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2017
	Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut selengkapnya diuraikan pada bagian analisis capaian kinerja berikut ini:
Capaian kinerja Dinas Perdagangan sampai dengan Semester I tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Bidang Industri

Unit Usaha

- Target pertumbuhan unit usaha tahun 2017 sebesar 33,87 % 

- Realisasi jumlah unit usaha semester I tahun 2017 sebanyak 767 unit, tumbuh sebesar 189 unit tumbuh sebesar  32,69 %, capaian kinerja 96,54 %
Nilai Produksi

- Target pertumbuhan unit usaha tahun 2017 sebesar 54,58 % 

- Realisasi jumlah unit usaha semester I tahun 2017 sebesar Rp. 924.637.023.000, tumbuh sebesar Rp. 205.258.587.000 tumbuh sebesar 18,16 %, capaian kinerja 33,28 %.
Produk IKM yang Terstandarkan

- Target pertumbuhan Produk IKM yang Terstandarkan tahun 2017 sebesar 100 % 

- Realisasi jumlah unit usaha semester I tahun 2017 sebanyak 8 unit, tumbuh sebesar 0 unit tumbuh 0 %, capaian kinerja 0 %. 
Sentra Industri Kecil dan Menengah ( Sentra IKM )

Sentra IKM

- Target pertumbuhan sentra IKM tahun 2017 sebesar 7,63 %
- Realisasi jumlah sentra IKM semester I tahun 2017 sebanyak 126 IKM, tumbuh sebesar 8 IKM tumbuh 6,77 %, capaian kinerja 88,85 %.
Bidang Perdagangan

Nilai Eksport

- Target pertumbuhan nilai eksport daerah tahun 2017 sebesar 137,94 % 
- Realisasinya nilai eksport semester I tahun 2017 sebesar Rp. 359.618.291.310, tumbuh sebesar Rp. 155.779.159.871 tumbuh 30,22 %, capaian kinerja 21,91 %.
Volume Perdagangan 

-   Target pertumbuhan volume perdagangan tahun 2017 sebesar 17.35 % 

- Realisasi volume perdagangan semester I tahun 2017 sebesar Rp. 1.457.896.255.970, tumbuh sebesar Rp. 541.686.513.554 tumbuh 27,08 %, capaian kinerja 156,138 %
secara lebih detil diuraikan pada formulir Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) yaitu pada Lampiran 3.

	


BAB  IV

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018
4.1. TUJUAN

Tujuan merupakan keinginan yang hendak dicapai di masa yang akan datang

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perdagangan dalam kurun lima ( 5 )tahun ke depan adalah :

4.1.1. Meningkatnya Usaha Perdagangan
Indikator Kinerja Persentase Kenaiakan PDRB Sektor Perdagangan
4.1.2. Meningkatnya Sektor Industri
Indikator Kinerja Persntase kenaikan PDRB sektor perindustrian
Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, maka disusunlah beberapa sasaran 
4.2. SASARAN

       Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu
Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perdagangan adalah :
4.2.1. Meningkatnya Volume Perdagangan

          Indikator kinerja untuk sasaran ini ada  2( dua ), yaitu :

a. Persentase pertumbuhan nilai eksport

b. Persentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah

4.2.2. Meningkatnya Kualitas dan Produksi Sektro Industri


Indikator kinerja untuk sasaran ini ada 4 ( empat ), yaitu :
a. Persentase pertumbuhan jumlah IKM

b. Prsentase pertumbuhan nilai produksi IKM

c. Persentase pertumbuhan jumlah produk IKM yang terstandarkan

d. Persentase pertumbuhan jumlah sentra IKM
4.3. RENCANA KINERJA
Sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dilaksanakan dan sebagai evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang telah dilakukan, maka Dinas Perdagangan menyusun Rencana kinerja, yaitu berupa pertumbuhan. Rencana Kinerja untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
4.3.1. Meningkatnya Volume Perdagangan

          Indikator kinerja untuk sasaran ini ada  2( dua ), yaitu :

a. Persentase pertumbuhan nilai eksport ( 161,73% dari data tahun 2013 )
b. Persentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah ( 23,22 % dari data tahun 2013 )
4.3.2. Meningkatnya Produksi Sektor Industri


Indikator kinerja untuk sasaran ini ada 4 ( empat ), yaitu :

a. Persentase pertumbuhan jumlah IKM ( 47,79% dari data tahun 2013 )
b. Prsentase pertumbuhan nilai produksi IKM ( 61,74% dari data tahun 2013 )
c. Persentase pertumbuhan jumlah produk IKM yang terstandarkan (137,50% dari data tahun 2013 )
d. Persentase pertumbuhan jumlah sentra IKM ( 9,32% dari data tahun 2013 )
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka disusunlah program dan kegiatan. Adapun rencana program dan kegiatan di tahun 2018 adalah :
	NO
	PROGRAM / KEGIATAN
	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
	ANGGARAN (Rp.)

	I.
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM
	
	 

	1.1.
	Penyedia Jasa Sarana Fasilitas Umum
	Fasilitas Umum pasar 
	142.317.175

	
	Sub Total
	
	142.317.175

	II.
	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL
	
	 

	2.1.
	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat (Kewirausahaan)
	
	582.000.000

	
	Sub Total
	
	582.000.000

	III.
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
	
	 

	
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
	12 Bulan
	2.608.000.000

	
	Sub Total
	
	2.608.000.000

	IV.
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
	
	 

	4.1.
	Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
	Sarana dan Prasarana Aparatur yang Terbeli 


	830.500.000

	4.2.
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasrana Aparatur
	Sarana dan Prasarana Aparatur yang dilakukan pemeliharaan


	559.000.000

	
	Sub Total
	
	1.389.500.000

	V.
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
	
	 

	5.1.
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
	Buku Laporan Kinerja
	4.000.000

	5.2.
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
	Buku Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis


	3.500.000

	5.3.
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
	Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun
	4.000.000

	5.4.
	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan
	Buku Laporan Pembangunan


	9.000.000

	
	Sub Total
	
	20.500.000

	VI.
	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
	
	 

	6.1.
	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
	UTTP yang ditera dan tera ulang 


	380.000.000

	6.2.
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian
	Peralatan  standar metrologi legal yang terbeli
	225.000.000

	6.3.
	Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian
	WTU yang mendapatkan Sosialisasi perundangan tentang kemetrologian


	200.000.000

	6.4.
	Peningkatan Informasi dan Publikasi Pemberdayaan Konsumen
	Sosialisasi dan peralatan informasi yang terbeli
	50.000.000

	6.5.
	Pembinaan Pemberdayaan Konsumen
	Sosialisasi peraturan perundangan barang layak edar


	60.000.000

	6.6.
	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Barang
	Sosialisasi  ketersediaan dan stok barang kebutuhan masyarakat  

	70.000.000

	6.7.
	Pendataan UTTP dan WTU
	Wajib tera dan peralatan UTTP


	50.000.000

	6.8.
	Pembinaan dan Penyuluhanh Kemetrologian
	Sosialisasi, Pelatihan dan pendataan


	100.000.000

	6.9.
	Pengawaasan Kemetrologian
	Pos ukur ulang dan pengawasan
	50.000.000

	
	Sub Total
	
	1.185.000.000

	VII.
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
	
	 

	7.1.
	Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor
	Rapat/pertemuan sosialisasi kebijak penyederhanaan prosedur dan dokumen eksport-import 


	120.000.000

	
	Sub Total
	
	120.000.000

	VIII.
	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
	
	 

	8.1.
	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
	Uji coba pasar produk IKM di pasar luar daerah melalui kerjasama dengan pengusaha besar


	90.000.000

	8.2.
	Pengembangan Pasar Lelang Daerah
	Uji coba pasar produk IKM di pasar luar daerah melalui pasar lelang


	30.000.000

	8.3.
	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	Alat informasi untuk sosialisasi penggunaan produk dalam negeri 


	100.000.000

	8.4.
	Pasar Ramadhan
	Event pasar ramadlon


	220.000.000

	8.5.
	Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri
	Promosi / pameran produk IKM/UKM 


	630.000.000

	8.6.
	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako
	Daftar harga kebutuhan pokok


	40.000.000

	8.7.
	Pembinaan dan Fasilitasi Temu Usaha Pola Kemitraan Pasar Modern dengan UKM
	Kerjasama pelatihan dan distribusi produk IKM dengan pasar modern


	80.000.000

	8.8.
	Pengembangan Pasar Antar Pulau
	Produk Primer yang Dikirm Sebagai Contoh ke KPD Jatim 


	350.000.000

	
	Sub Total
	
	1.540.000.000

	IX.
	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN
	
	 

	9.1.
	Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
	Rapat/pertemuan dengan organisasi PK 5 dan asongan


	90.000.000

	9.2.
	Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
	Pedagang kaki lima dan asong yang di relokasi 


	575.000.000

	9.3.
	Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar
	Fasilitas / tempat bangunan pasar yang memiliki ijin


	80.000.000

	9.4.
	Pembinaan Organisasi Pedagang Pasar Tradisional
	Rapat/pertemuan dengan organisasi pedagang pasa tradisional


	75.000.000

	
	Sub Total
	
	820.000.000

	X.
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR DAERAH
	
	 

	10.1.
	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar
	Pasar yang di rehab/di bangun


	5.060.000.000

	10.2.
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah
	Pasar yang dilakukan perbaikan


	450.000.000

	10.3.
	Pengelolaan dan Peningkatan Kebersihan dan Ketertiban Pasar
	Pengangkutan sampah pasar 


	250.000.000

	10.4.
	Monitoring Benda-benda Berharga dan Sarana Prasarana Pasar Daerah
	Retribusi yang termonitor


	30.000.000

	
	Sub Total
	
	5.790.000.000

	XI.
	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
	
	 

	11.1.
	Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
	Sosialisasi dan Pelatihan IKM Pemanfaatan Sumberdaya
	300.000.000

	11.2.
	Pendataan Industri Kecil dan Menengah
	IKM dan Sentra IKM


	25.000.000

	11.3.
	Bimbingan dan Penyuluhan IKM
	IKM yang Mendapatkan Bimbingan Penyuluhan


	25.000.000

	11.4.
	Sosialisasi Gugus Kendali Mutu bagi IKM
	
	35.000.000

	11.5.
	Fasilitasi Kerjasama Peningkatan SDM dan Permodalan IKM
	Temu Mitra Antara Lembaga Pelatihan, Perbankan / BUMN dengan IKM


	110.000.000

	
	Sub Total
	
	495.000.000

	XII.
	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
	
	 

	12.1.
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
	IKM yang Dilatih Proses Produksi


	75.000.000

	12.2.
	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
	Peralatan Bengkel yang Dilakukan Perawatan


	10.000.000

	12.3.
	Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur
	IKM yang Dilakukan Uji Mutu Berstandar SNI


	20.000.000

	12.4.
	Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri
	IKM yang Mengikuti Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri
	45.000.000

	12.5.
	Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri
	IKM yang Mengikuti Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri Makanan dan Minuman Olahan


	80.000.000

	
	Sub Total
	
	230.000.000

	XIII.
	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL
	
	 

	13.1.
	Penyediaan Sarana Infomasi yang Dapat Diakses Masyarakat
	
	30.000.000

	
	Sub Total
	
	30.000.000

	XIV.
	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI
	
	 

	14.1.
	Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar dalam Pengadaan Bahan Baku dan Produksi Industri Hasil Tembakau
	Temu Mitra Antara Pengusaha Besar Tembakau dengan Perajin / Petani Tembakau


	150.000.000

	
	Sub Total
	
	150.000.000

	XV.
	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
	
	 

	15.1.
	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
	Produk tembakau yang tidak dilekati pita cukai


	65.000.000

	15.2.
	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
	Produk tembakau yang menggunakan pita cukai palsu


	25.000.000

	
	Sub Total
	
	90.000.000

	XVI.
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	
	 

	16.1.
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
	Dokumen RKA


	30.000.000

	16.2.
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
	PAD


	350.000.000

	
	Sub Total
	
	380.000.000

	
	
	
	15.572.317.175


BAB V

PENUTUP

Dengan dibuatnya Rencana Kerja Tahun 2018, diharapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 lebih terarah, karena sudah dibuatkan arah yang menjadi acuan, dengan demikian diharapkan lebih berhasil, baik dalam hal pelaksanaan Program dan Kegiatan, dalam hal pembiayaan maupun pencapaian target kinerja serta serapan anggaran.
KEPALA DINAS PERDAGANGN

KABUPATEN LUMAJANG
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Pembina Tingkat I
NIP. 19580819 197803 1 004

KEPALA DINAS








SEKRETARIS











KA. SUB BAG.


KEUANGAN





KA. SUB BAG.


SUNGRAM





KA. SUB BAG. UMUM & KEPEG





KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL





NEKAD SUDARMONO


NIP. 19601219 198903 1 011





KEPALA BIDANG


PERDAGANGAN 





KEPALA BIDANG


PERINDUSTRIAN








KEPALA BIDANG


PENGELOLAAN SARPRAS PERDAG











KEPALA BIDANG


PERLIND KONS & TERTIB NIAGA











KEPALA SEKSI SARPRAS


 USAHA DN





KEPALA SEKSI BINUS AGRO & HSL HUTAN





KEPALA SEKSI PENGEMB EKSPOR








KEPALA SEKSI


METROLOGI LEGAL





KEPALA SEKSI BINUS LOGAM, MESIN & ELEKTRONIKA





KEPALA SEKSI PENGEND RETR &


BENDA BRHARGA





KEPALA SEKSI


BINA USAHA


PERDAGANGAN





KASI PERDAG


PENGENDALIAN PEREDARAN BARJAS





KEPALA SEKSI PERIJINAN KETERTIBAN &


KEBERSIHAN





KEPALA SEKSI DISTRIBUS &


INFORMASI





KASI PEMBERDAYAAN KONSUMEN





KEPALA SEKSI BINUS, KIMIA, TEKSTIL & ANEKA IND
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